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WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR Y8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 49 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pajak Bum:. dan
Bangunan di Kota Batam, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 49
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan  Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Repablik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Uncang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 ter.tang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor
53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Huluy,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

nm AWIBRTIE Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
(JEHOA A Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
ASS : Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
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Menetapkan

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun
2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Batam Nomor 67);

5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2011 Nomor 5, Tambtahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 75);

6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun
2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah
Kota Batam Tahun 2011 Nomor 10, Tamkahan
Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 49 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Walikota Nomor
49 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan
Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Batam
Tahun 2012 Nomor 244) diubah sehingga Pasal 2
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada
Kepala Dinas atas :
a. SPPT PBB-P2;
b. SKPD PBB-P2; atau
c. STPD PBB-P2.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang
jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangke waktu
paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
diterbitkan SPPT PBB-P2/SKPD PBB-P2/ STPD



PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(4) Surat keberatan ditandatangani oleh Wa'ib Pajak
dan apabila wajib pajak tidak datang sendiri
dalam mengajukan surat keberatan, perraohonan
Wajib melampirkan Surat Kuasa.

(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak
telah membayar paling sedikit sejumlah yang
telah disetujui Wajib Pajak, dengan
mernperhatikan peraturan tentang tata cara
pembayaran, angsuran dan penundaan
pembayaran PBB-P2.

(6) Keberatan yang tidak mernenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai
dengan ayat (5) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

(7) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang
diberikan oleh Dinas sebagai tanda bukti
penerimaan Surat Keberatan.

Pasal I1

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal %! Desember 2015

. WALIKOTA BATAM /

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
pada tanggal % Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIM

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2015 NOMOR 448




